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DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN

|. Daftar wawancara

a. Apa maksud dari obat tanpa izin?

kemukakan alasannya:

b. Apa alasan dilaksanakannya pengawasan terhadap penjualan obat tanpa izin di
Kota Pekanbaru?

kemukakan alasannya:

c. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan Balai Besar POM terhadap peredaran
obat di Kota Pekanbaru?

kemukakan alasannya:
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d. Faktor penghambat dalam pengawasan penjualan obat dan makanan tanpa izin
di Kota Pekanbaru?

kemukakan alasannya:
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